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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2018  

TENTANG 

PENELITIAN, REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI 

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3), 

Pasal 73 ayat (2), Pasal 76 ayat (2), dan Pasal 79 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian, 

Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139 

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5058); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENELITIAN, 

REKAYASA, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI 

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan 

cuaca. 

2. Klimatologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan 

iklim dan kualitas udara. 

3. Geofisika adalah gejala alam yang berkaitan dengan 

gempa bumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet 

bumi, kelistrikan udara, dan tanda waktu. 

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis objektif. 

5. Rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi dalam 

bentuk desain dan rancang bangun. 

6. Pengembangan Industri adalah kegiatan untuk 

menciptakan dan/atau meningkatkan nilai guna 

sarana yang telah ada Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika. 

7. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu 

yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang 

bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif 

untuk menerangkan pembuktian. 

8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau 

produk yang dihasilkan dari penerapan dan 
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pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, 

kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan 

manusia, gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan 

tertentu. 

9. Lembaga Asing adalah Lembaga Pemerintah Asing 

maupun Lembaga Non Pemerintah Asing yang 

kegiatan utamanya tidak terbatas pada penelitian dan 

pengembangan, dan bukan merupakan Badan Usaha 

Asing. 

10. Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan 

bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika.  

11. Kepala Badan adalah kepala yang bertugas dan 

bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika. 

 

Pasal 2 

(1) Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dilaksanakan 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta membangun kemandirian bangsa. 

(2) Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk mendukung 

peningkatan penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika. 
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BAB II 

PENELITIAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi 

kegiatan: 

a. Penelitian dasar yang dilakukan untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan baru sebagai acuan bagi Penelitian 

terapan; dan/atau 

b. Penelitian terapan yang dilakukan untuk memberikan 

solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. 

 

Pasal 4 

Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

dilaksanakan untuk: 

a. menemukenali gejala Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika; 

b. meningkatkan kapasitas analisis Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika; dan/atau 

c. menemukan teori baru bagi keperluan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika. 

 

Pasal 5 

Penelitian Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dapat 

dilakukan oleh Badan, lembaga Penelitian dan 

pengembangan, perguruan tinggi, badan hukum Indonesia, 

dan/atau warga negara Indonesia. 

 

Pasal 6 

(1) Lembaga Penelitian dan pengembangan, perguruan 

tinggi, badan hukum Indonesia, dan/atau warga 

negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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5 wajib melaporkan hasil Penelitian Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika yang sensitif dan 

berdampak luas kepada Badan. 

(2) Hasil Penelitian yang sensitif dan berdampak luas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil 

Penelitian yang dapat menimbulkan keresahan 

masyarakat dan/atau berdampak terhadap 

pertahanan dan keamanan negara. 

(3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kepala Badan. 

(4) Kepala Badan dalam melakukan verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

melibatkan instansi pemerintah terkait dan akademisi 

di bidang penelitian, dan/atau lembaga penelitian dan 

pengembangan lainnya. 

(5) Dalam hal verifikasi hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan laporan hasil 

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Badan melakukan koordinasi dengan instansi 

pemerintah terkait untuk penanganan lebih lanjut 

sesuai dengan kewenangannya.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian yang dapat 

menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau 

berdampak terhadap pertahanan dan keamanan 

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Kepala Badan. 

 

Pasal 7 

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang 

dilakukan oleh lembaga asing, perguruan tinggi asing, 

dan/atau warga negara asing wajib mendapat izin 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengikutsertakan secara aktif peneliti dari Badan 

dan/atau instansi pemerintah terkait.  

 

www.peraturan.go.id


